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Tolah memoeriksa bukti-buktj Pemohon g persidangan |

DUDUK PERKARA

bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 1

November 2016 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah

didaftar di  Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor

66/Pdt.P/2016/PA Br., tanggal 1 November 2016 dengan dalil-dalil sebagai
berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang
bernama Anjas bin Muh. Amin, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan
SMA, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Coppeng-coppeng,
Desa Pancana, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dengan calon

Menimbang,

istrinya yang bernama A. Ephi binti A. Pabotingi, umur 17 tahun, Agama
Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten
Pinrang.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut
ketentuan hukum lIslam maupun peraturan perundang-undangan yang
berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum
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4. Bahwa antara anak Pemongp, 4, calon istrinya tersebut tidak ada halangan
untuk - melangsungkan Perkawinan karena adanya hubungan resalh
semenda, dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya
pemikahan menurut hukum Islam.

5. Bahwa anak Pemohon telah setuju dan siap untuk menjadi seorang kepala
umah tangga begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi
seorang istri.

5. Bahwa baik keluarga anak Pemohon maupun keluarga calon istri anak
Pemohon telah merestui rencana pemikahan tersebut dan tidak ada pihak
ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pemnikahan tersebut.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka
pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim

yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi penetapan

sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Menyatakan memberi dispensasi kepada anak Pemohon, Anjas bin .Ml..lh.'
Amin untuk melangsungkan pernikahan dengan calon isterinya, A. Ephi binti
A. Pabotingi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten

Barru.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

2
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Bahwa anal.< Pemohon bemama Anjas bin Muh. Amin telah hadir di
persidangan dan didengar keterangannya, yang pada pokoknya menerangkan
pahwa ia telah mengetahui maksygq Pemohon untuk menikahkannya dan ia pun
fidak keberatan karena sudah sekitar saty tahun menjalin hubungan cinta
dengan calon istrinya sehingga khawatir tidak mampu menahan diri dari
perbuatan terlarang oleh agama jika tidak segera menikah dan siap
menjalankan tanggung jawab sebagai kepala keluarga.

Bahwa untuk memperkuat dalildalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muh. Amin Nomor
7311023112730017 tanggal 3 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Kabupaten Barru, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta
telah diberi meterai cukup, diberi kode P-1.

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311020806120004 atas nama Muh. Amin
tanggal 8 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barmu, yang telah dicocokkan dengan
aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-2.

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anjas yang dikeluarkan oleh
Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barru, tanggal
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Bahwa saks! tahu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin
karena anak Pemohon bemama Anjas telah melamar seorang
perempuan bernama A, Ephi binti A. Pabotingi, akan tetapi anak
tersebut belum cukup umur untuk dinikahkan.

- Bahwa umur anak Pemohon sekarang baru 17 tahun lebih.

- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor
Urusan Agama Kecamatan Tanete rilau, namun KUA tersebut menolak
karena anak Pemohon belum cukup umur.

_ Bahwa alasan Pemohon akan mengawinkan anaknya karena keduanya

sudah berpacaran selama satu tahun dan hubungan keduanya sangat

erat sehingga kedua orang tuanya sangat mengkhawatirkan jika tidak
segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Bahwa anak Pemohon telah setuju dinikahkan dengan calon istrinya

meskipun pekerjaannya hanya buruh bangunan tapi anak Pemohon akan

bertanggung jawab sebagai kepala keluarga.

_ Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya
k karena adanya hubungan nasab, semenda,dan

perkawinan lainnya menurut hukum Islam.
mohon maupun keluarga dari calon
pernikahan tersebut dan tidak

tidak ada halangan

perkawinan bai
sesusuan ataupun halangan

- Bahwa baik keluarga dari anak Pe
istri anak Pemohon telah merestui rencana
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- Bahwa umur anak Pemohon seka .

aboting, akan tetapi anak tersebut

segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

:;:: uin::k;zn;::sz ht::]ah setuju dinikahkan d-engan calon istrinya
Ya buruh bangunan tapi anak Pemohon akan

bertanggung jawab sebagai kepala keluarga.

Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada halangan

perkawinan baik karena adanya hubungan nasab, semenda,dan

sesusuan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.

- Bahwa baik keluarga dari anak Pemohon maupun keluarga dari calon
istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak
ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya
pernikahan tersebut.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti
lain dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala
hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.
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permohonan Pemohon adalah

menyarankan agar Pemohon
Maksud - menikahkan anaknya yang belum
pal usiA 19 tahun, namun pemohon tetap pada permohonannya

penimbang, bahwa sebelum Mempertimbangkan pokok permohonan
qonon terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan kapasitas

e (legal persona standi in judicio) Pemohon yang bertindak di Pengadilan
\

) kil anaknya, Anjas bin Muh, Amin;
mett

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonannya, pemohon
pawakil anaknya yang baru berusia 17 tahun, atau masih berusia di bawah 19
qtun, dan belum pemah melangsungkan perkawinan. Menurut ketentuan
pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang
pelum pernah menikah dan belum berusia 18 tahun (21 tahun menurut Pasal
og ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) diwakili oleh orangtuanya untuk melakukan
segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan. Jika salah
sorang dari orang tua anak tersebut telah meninggal dunia, maka orang tua
yang masih hidup yang bertindak sebagai wakilnya untuk memohon dispensasl
kawin di pengadilan (Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Menimbang, bahwa berdasarkan segala ketentuan tersebut, majelis

rkesimpulan bahwa pemohon telah mempunyai legal persona standi in

hakim be
ya dapat

judicio sebagai pemohon dalam perkara ini dan permohonann

diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut.

pokok permohonan Pemohon adalah untuk

i a
Menimbang, bahw: pensasi

n Pengadilan Agama yang memberikan dis

m al
endapatkan penetap Amin untuk melangsungkan

kepada anak Pemohon bermama Anjas bin Muh.. e e
Pemikahan dengan perempuan bemama A. Ephi binti A. Paboting

memenuhi
anak Pemohon tersebut masih berusia 17 tahunt usi'al mana :elr:jdrzk e
betas minimal usia 19 tahun bagi pinak lakidaki yang fie
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8i
d, 8eta menghadirkan Anjas bin
ir"kahkannya, untuk didengar
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Menimbang,

Menimbang, ba i
9, bahwa bukti p_p Mefupakan akta autentik, bermeterai

" emohon adalah saty ikatan keluarga.
Menimbang, bahwa bukti P-3 te|ah menerangkan perihal kelahiran anak

pemohion bemama. Anjas bin Muh, Amin, yang dikeluarkan oleh Kantor
kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barry, dengan demikian harus

dinyatakan terbukti bahwa Anjas bin Muh. Amin adalah anak Pemohon yang
saat ini berusia 17 tahun 2 bulan.

Menimbang, bahwa bukti P-4 adalah bukti penolakan dari Kantor Urusan
Kecamatan Tanete Rilau, perkawinan tersebut mengalami hambatan atau
mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau
dengan alasan anak Pemohon atau calon mempelai laki-laki masih dibawah
umur (masih berumur 17 tahun 2 bulan). Oleh karena bukti P-4 tersebut telah
dikeluarkan oleh pejabat yang berwewenang untuk itu, maka Majelis Hakim
Menilai bahwa terbukti keinginan Pemohon untuk melangsungkan pernikahan

lerhadap anaknya dengan perempuan bemama A. Ephi binti A. Pabotingi

Mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete
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onesia
y dan hal tersebut baru dapat terlaksana apabila anak Pemohon

memperoleh dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Barru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon yang telah
kan dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan
yang sudah saling kenal dan berpacaran selama satu
n anak Pemohon telah baligh serta siap
njang yang lebih serius dengan
gung jawab masing-masing

meneguh
antara anak Pemohon
tahun dengan calon istrinya bahka
melanjutkan hubungan tersebut ke je
membangun rumah tangga dan telah mengerti tang

sebagai suami istri ketika menikah nanti.

emohon telah mengajukan 2 (dua) orang
terangan di bawah sumpah secara
ng dapat disimpulkan bahwa anak
baligh/dewasa dan siap menikah
puan bernama A. Ephi binti A.

Menimbang, bahwa selain itu P
saksi yang keduanya telah memberikan ke
terpisah dan bersesuaian satu sama lain ya
Pemohon bernama Anjas bin Muh. Amin telah
dan membina rumah tangga dengan perem
Pabotingi tanpa ada paksaan baik dari Pemohon maupun pihak lain. Orang tua
Pemohon sangat khawatir jika anak Pemohon tidak segera dinikahkan karena
anak Pemohon dan calon istrinya sudah berpacaran selama satu tahun dan
hubungan keduanya sangat erat, antara anak Pemohon dengan calon [strinya
tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan dan
ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam, akan tetapl
pemnikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tidak dapat dilaksanakan
karena anak Pemohon masih berusia 17 tahun 2 bulan atau belum mencapai
batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki yaitu 19 tahun. Disamping itu pula
bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja meskipun hanya sebagai
buruh bangunan namun akan bertanggung jawab sebagai kepala rumah

tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti Pemohon serta
keterangan yang disampaikan Anjas bin Muh. Amin di muka persidangan,
majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mempunyai empat orang anak, salah satunya

adalah Anjas bin Muh. Amin.

k !
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Bahwa Anjas bin Muh. Amin adalah anak kedua, lahir pada tanggal 10
September 1999, atau pada saat penetapan ini diucapkan, berusia 17
tahun 2 bulan 5 hari.

- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan Anjas bin Muh. Amin
dengan seorang perempuan bemama A. Ephi binti A. Pabotingi
karena khawatir jika hubungan cinta antara keduanya yang sudah
berlangsung sekitar satu tahun lamanya menyebabkan keduanya
tidak mampu lagi menahan diri dari perbuatan yang terlarang oleh
agama.

- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau menolak
permohonan untuk menikahkan Anjas bin Muh. Amin dengan A. Ephi
binti A. Pabotingi karena usia keduanya belum mencapai batas
minimal usia calon mempelai laki-laki yang diatur dalam Undang-
Undang Perkawinan.

- Bahwa Anjas bin Muh. Amin telah mengetahui maksud pemohon
untuk menikahkannya, tidak ada paksaan dari siapapun, bahkan ia
sendiri menghendakinya.

- Bahwa Anjas bin Muh. Amin dengan A. Ephi binti A. Pabotingi tidak

ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan

sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum

Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika di
dasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua
berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan
pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk
penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk
melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud
oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan

adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap

anaknya.
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Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Unidang Pasar Tahun 1945
Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan iadah
menurut - agamanya, melakukan proses berplklr, dan mengeskpresikan
keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan uslanya, namun hal itu
tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ihadah, agama
Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak
asasihak dasar setiap Manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat

dilaksanakan apabila Syarat gan rukun sebagaimana dalam peraturan
perundang-undangan telah terpenyhi

Menimbang, bah :
9 Wa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas,

Majelis Hakim berkes;j
j SIMPUlan bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya

sama-sama telah mem i
Ot g ©NUNi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7
- 0
F 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon

ang belum mencapaij i
y Pai batas ygjq Minimal 19 tahun. Selain itu, antara anak

Pemohon dan calon jstri ;
On istrinya juga tigak terdapat halangan melangsungkan

erkawinan i igari
p sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sam

ai dengan P i
Hukum Islam. P gan Pasal 44 Kompilasi

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi

calon mempelai laki-laki 19 tahun dan calon mempelai perempuan 16 tahun,
namun majelis hakim berpendapat bahwa pada dasamya usia minimal bagi
kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan
berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon sebagai calon mempelai laki-
laki telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, dimana
anak Pemohon telah mengalami masa pubertas yakni telah mengalami mimpi
basah, sehingga walaupun usia anak Pemohon belum berusia 19 tahun
dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk
melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasifizin - dari

Pengadilan Agama.
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Menimbang, bahwg Tikka

a : \
o berlangsung sekitar Sl Pacaran anak Pemohon dengan calon istrinya

hun yang hubungan kedu
anya
sudah sedemikian erat, b ’ y

i keterangan Pemohp, Sendi:hk:n befrdnsarkan pengakuan anak Pemohon
sﬂksi dalam persidangan bghwy ng diperkuat oleh keterangan kedua orang
ceduanya selalu bebencen A keduanya sudah sulit untuk dipisahkan,
permalam di rumah Pemoh o B perempuan tersebut sudah pemah

On selama seminggu dan anak Pemohon dengan

uan tersebyt
peremP telah perg
jengan membentuk —_— tan;;akat untuk melanjutkan hubungan tersebut
a

ranpa dilanjutkan dengan Perkawi
. n
jika seandainya Perkawinan ditun

- Hubungan inj, jika dibiarkan berlangsung
an bisa membawa mudharat bagi keduanya,

o tahunsehingga dep da menunggu anak Pemohon mencapai usia
9an mengagy pada kaidah figih yaitu “ Dzaru ak

Mefaasid muqaddamy, B
. a jalbi al.Ma h T b.h
diutamakan daripada mengambjl maslahat: 5;3"” (nenciak mefsadeh 1
ya).

Menimbang,

bahwa pola
ubun ; .
|slam tersebut meny gan yang sudah melewati batas ajaran

njukkan bahwa Secara pribadi tidak mampu lagi mengontrol
a.n calon suaminya, bahkan dalam persidangan, Anjas bin
. . M menyatakan kekhawatiran akan ketidakmampuannya
menghl-ndan perbuatan yang terlarang oleh hukum. Pada sisi lain, Pemohon
sebagal orang tua dan saksi-saksi Pemohon yang tidak lain merupakan kerabat
dekat Anjas bin Muh. Amin, temyata juga tidak mampu membatasi pergaulan
Anjas bin Muh. Amin dengan calon istrinya tersebut. Fakta itulah yang menurut
majelis hakim potensial menimbulkan kemudharatan apabila Anjas bin Muh.
Amin tidak segera dinikahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka
majelis hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberikan
dispensasi kepada anak pemohon, Anjas bin Muh. Amin yang berusia 17 tahun

2 bulan 5 hari, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya A. Ephi

binti A. Pabotingi.
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Menimbang,

(e

bahwa Permohg
giajukan SEcara voluntajr dengan

perkafa ini harus dibebank

han dispensasi kawin adalah perkara yang

demikian seluruh biaya yang timbul dalam

an kepada Pemo
. on sebaqai :
Mengingat segala gai pengaju perkara.

ket
erlaku dan hukum Isla entuan Peraturan perundang-undangan yang
b M yang berkaitan dengan perkara ini

emikian diteta
Pkan  dalam m . .
i us k an
dilangsungkan pada hari Senin tanggal 1 jovareh Mejels Ham FonS

5 Nove i, bertepatan
dengan. tanggal 15 Sapar 1438 Hijriyah, oleh ;:‘?fé?::ix:::"s-”" T\A.H.,
sebéga' Ketfla Majelis, Nahdiyanti, S.HI, dan Ugan Gandaika: S.H., MH,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum Pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Salmah, S.H.,
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

. METERAT 5’
Hakim Anggota _ LTER@?ELN %ﬁ Ketua Majelis

\74D7 EF24£ 859 .
Lo S0l |

ENAM i’mu RUPIAH

! 4

i 70" Dra. Hj. Fahimah,SH.M.H.

S el

Udan Gandaika, S.H., M.H.

Paniterg Pengganti

Hj. , S.H.

Perincian Biaya Perkara :

0.000,00
1. Biaya Pendaftaran Rp 3
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y  Biaya ATK Perkara Rp 50.000,00

3. Biaya Panggilan ' Rp 75,000,00
4. Biaya Redaksi © Rp 5.000,00
Biaya Meterai © Rp 6.000,00

‘o

Jumlah : Rp 166.000,00
(seratus enam puluh enam ribu rupiah)
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